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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Seiring Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka 

kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada 

masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan. Tuntutan tersebut 

mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan 

kinerja kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, 

upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menyampaikan pertanggungjawaban 

melalui laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah merupakan pemerintah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah 

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan penuh keadilan dan 

kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Dewi, 

2010). 

Oleh karena itu, muncul adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Desa diberikan kesempatan untuk mengurus dan mengatur 

kepentingan masyarakat sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa 
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merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban desa. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa adalah 

keseluruhan  kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam 

masa 1 tahun anggaran, untuk tercapainya sistem pengelolaan keuangan desa 

yang baik pemerintah desa terlebih dahulu membuat dan merancang tahap-

tahap pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Tahap pengelolaan 

desa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 

pertanggungjawaban Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian 

Keuangan (2015). Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya meliputi 

pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana atau anggaran desa. Semakin 

besar jumlah dana desa yang disalurkan dari pemerintah pusat maka 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana juga semakin besar. 

Pengelolaan keuangan desa dituntut adanya aspek tata pemerintah yang 

baik dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Marlina, 2021). 

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah 

satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang 

mengelola dana desa (Wulandari, 2018). Buku saku dana desa menyebutkan 

bahwa dalam pengelolaan dana desa harus memiliki empat asas yang wajib 

diperhatikan antara lain transparans, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran 

(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).  

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel harus sepenuhnya 

dijalankan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan terbukti 
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berita dari Indonesia Corruption (ICW) yang memaparkan bahwa masih 

maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa di Indonesia. 

Sejak tahun 2015-2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat 

desa. (Guritna, 2021). Hal tersebut juga sejalan dengan berita yang ditulis oleh 

KOMPAS Madiun pada tanggal 12 Desember 2021 yang memaparkan salah 

satu contoh kasus penyimpangan penggunaan dana desa. Kasus tindak pidana 

korupsi tersebut terjadi pada proyek pembanguna infrastruktur di salah satu 

desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang melibatkan salah satu 

perangkat desa setempat. Dimana dana APBDes senilai Rp. 487.000.000 

tersebut untuk pembangunan proyek insfrastruktur tidak sesuai dengan laporan 

Rencana Anggaran Biaya. 

Kasus penyelewengan Dana Desa tersebut mencerminkan bahwa 

pengelolaan dana desa belum sepenuhnya dilakukan secara akuntabel. 

Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana 

desa dan untuk kepercayaan masyarakat (Aprilya dan Fitria, 2019). 

Akuntabilitas merupakan sebuah kontrol kinerja yang telah dilakukan di 

organisasi sektor publik maupun swasta, tanpa terkecuali pemerintah desa 

(Aprilya dan Fitria, 2019). Pemerintah desa dituntut untuk lebih akuntabel 

dalam mengelola dana desa. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas 

dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

aspek tersebut. 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. Menurut Widyatama dkk (2017) faktor yang mempengaruhi 

akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi aparatur desa, 
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pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi. Selain itu, akuntabilitas 

pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi 

(Indraswari dan Nafadhila, 2021). Sedangkan menurut Aprilya dan Fitria 

(2020) akutabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kompetensi, 

komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat. Menurut Mualifu dkk (2019) 

menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh transparansi, 

kompetensi dan sistem pengendalian internal. 

Dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel, kompetensi 

pemerintah desa menjadi salah satu faktor penting karena akan berdampak 

dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Pemerintah desa 

sebagai pengelola dana desa juga berpengaruh terhadap visi dan misi dalam 

mewujudkan suatu tujuan dalam organisasi, pemerintah desa yang baik dapat 

dilihat dari agaimana cara melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah 

dipercayakan. Kualitas  dari pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh 

latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki. Untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan kualitas 

pemerintah desa yang baik, karena jika pemerintah tersebut kurang baik maka 

bisa dapat menjadi salah satu penyebab ketidakberhasilan dalam melaksanakan 

tugas yang telah diberikan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan 

kinerjanya kepada masyarakat. 

Penelitian ini mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Aprilya dan 

Kartika (2020) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut diperkuat dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Mualifu dkk (2019) yang menyatakan bahwa 

kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Akan tetapi penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Indraswari dan Nafadhila (2021) yang menyatakan bahwa 

kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Selain kompetensi sebagai faktor yang dapat mempengaruhi 

akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan 

mempermudah aparatur dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan 

kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan 

teknologi informasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam 

mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan pada publik 

(Sugiarto dan Yudianto, 2017). Pemerintah juga perlu mengoptimalkan 

pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, untuk membangun jaringan sistem 

informasi manajemen atar perangkat desa dan proses kerja yang 

memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan 

akses antar unit kerja, sehingga akan mempermudah dalam menjalankan segala 

tugasnya. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik 

nantinya akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan cara 

penyusunan pelaporan keuangan pemerintah desa lebih cepat, akurat, dan tepat 

sehingga mengurangi kesalahan. Hasil penelitian mengenai pengaruh 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 

yang dilakukan oleh Indraswari dan Nafadhila (2021) yang menunjukkan 
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bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa.   

Menurut Mardiasmo (2002) transparansi suatu keterbukaan dalam 

memberikan informasi oleh suatu pemerintah kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi yang berhubungandengan aktivitas pengelolaan 

sumber daya publik. Tanpa adanya keterbukaan dan perlibatan publik sebagai 

suatu jejaring, dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan di 

daerah hanya akan mengarah pada pemerintahan yang cenderung korup dan 

lemah dari sisi akuntabilitas (Aprilya dan Fitria, 2019). Transparansi dibangun 

atas dasar kebebaasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

kepentingan publik secara langsung dapat dperoleh oleh mereka yang 

membutuhkan. Pengaplikasian transparansi dilingkungan organisasi 

pemerintahan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang karena kebohongan 

sulit untuk disembunyikan khususnya transparansi menjadi instrumen penting 

dalam mengamankan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Kumalasari dan 

Riharjo, 2016). 

Penelitian mengenai pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Aprilya dan Fitria (2019) 

menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mualifu dkk (2019) mengenai variabel transparansi 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh  yang signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

 



7 

 

 

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana dari awal 

sampai pertanggungjawaban. Dengan adanya fenomena  yang telah dipaparkan 

diatas menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa belum 

sepenuhnya terlaksana dengan baik. Berdasarkan fenomena dari research gap 

dari beberapa temuan yang telah diuraikan, terlihat bahwa terdapat perbedaan 

hasil antara kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dan 

transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu 

peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 

kurang terwujudnya prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan judul 

penelitian “ Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemeritah Desa, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transparansi Terhadap 

Akuntanbilitas Pengelolaan Dana Desa “ (Studi pada seluruh desa yang 

ada di Kecamatan Dolopo Kabuaten Madiun). 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah aparatur pemerintah desa 

yang ada di Kecamatan Dolopo, yang berkaitan dengan kompetensi, teknologi 

informasi dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Dari masalah 

diatas maka dapat diperoleh rumusan masalah seperti berikut ini: 

1. Apakah kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Dolopo, Madiun? 

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 
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akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Dolopo, Kabupaten 

Madiun? 

3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa di Kecamatan Dolopo, Madiun? 

4. Apakah kompetensi aparatur pemerintah desa, Teknologi Informasi dan 

Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di 

Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian yang dilakukan di seluruh desa Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kompetensi aparatur 

pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh 

desa yang ada di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa yang ada di 

Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh transparansi terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa yang ada di 

Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi aparatur pemerintah 

desa, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Dolopo, Kabupaten 

Madiun? 



9 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan pada seluruh desa di 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun antara lain sebagaiberikut : 

1. Bagi seluruh aparat pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun. Hasil Penelitian Ini diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan dan masukan bagi seluruh aparat desa yang ada di 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam upaya meningkatkan 

kinerja dan efektifitas dalam mengelola alokasi dana desa. 

2. Bagi Akademik penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pengaruh kompetensi, transparansi dan teknologi informasi terhadap 

akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alaokasi dana desa di 

seluruh desa Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

3. Bagi Peneliti penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan 

wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akuntansi 

sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan lembaga akuntansi sektor 

publik   yaitu, pengaruh kompetensi, transparansi dan teknologi informasi 

terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana 

desa. 


